
 

 

 

 
 

BUPATI BULUNGAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI BULUNGAN 

NOMOR 14 TAHUN 2021 

 

TENTANG  

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULUNGAN, 

 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka mewujudkan obyektifitas, kualitas, 

transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai negeri Sipil 

dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di 

Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga perlu dibuat 

standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama; 

b.  bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 

38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan 

Aparatur Sipil Negara bahwa Pemerintah Daerah dapat 

menyusun Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan 

organisasi yang menjadi lingkup kewenangannya; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah 

Daerah;  

SALINAN 

SALINAN SALINAN 

SALINAN 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 

II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1907); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan 

3. Bupati adalah Bupati Bulungan. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

yang bekerja pada instansi pemerintah. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 
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7. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup 

aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau 

fungsi jabatan. 

8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, 

tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai ASN dalam 

rangka memimpin dan memotivasi pegawai PNS melalui pelaporan, 

pengembangan kerjasama dengan instansi lain dan keteladanan dengan 

mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode 

perilaku ASN. 

9. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah 

persyaratan minimal kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat 

menjalankan tugas secara efektif pada suatu jabatan yang termasuk 

dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 

 

Pasal 2 

Standar Kompetensi Manajerial, Standar Kompetensi Sosial Kultural dan 

Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksudkan 

sebagai standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap PNS dan 

menjadi dasar penyusunan/pengembangan kompetensi bagi Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama di Daerah.  

 

Pasal 3 

Standar Kompetensi Manajerial, Standar Kompetensi Sosial Kultural dan 

Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah 

bertujuan terwujudnya profesionalisme Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di 

Daerah. 

 

BAB II 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

 

Pasal 4 

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan 

Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. 

 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 25 Juli 2021 

BUPATI BULUNGAN,  

 

ttd 

 

       SYARWANI 

 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 25 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

 

ttd 

 

SYAFRIL 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 14 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. Kepala Bagian Hukum, 

 
 

 
 

HAMRAN, SH 

Pembina  IV/a 
NIP. 197011302002121004 

 


